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ABSTRAK

Penerapan pembangunan yang beriorientasi developmentalisme telah menghasilkan eksklusi
sosial. Pendekatan pembangunan baru dibutuhkan untuk menghadirkan inklusi sosial. Tulisan ini
bermaksud mengkaji kebijakan pelayanan kesehatan Brigade Siaga Bencana Pemerintah
Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008-2018. Tulisan ini berupaya menganalisis inovasi kebijakan
tersebut dengan menggunakan perspektif sosiologis dan konsepsi pembangunan sosial dari
Midgley. Riset ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut
berupa laporan dan hasil penelitian dari lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintahan,
artikel-artikel ilmiah tentang pembangunan sosial dan kebijakan sosial, serta berita yang
membahas tentang kebijakan Brigade Siaga Bencana Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Temuan
penelitian ini menunjukkan kebijakan pelayanan kesehatan Brigade Siaga Bencana Pemerintah
Kabupaten Bantaeng sebagai upaya pembangunan sosial inklusif. Kebijakan ini memberikan
peningkatan akses kesehatan yang merata terhadap kelompok-kelompok rentan. Melalui program
tersebut, angka kematian ibu hamil dan bayi berhasil ditekan. Inovasi tersebut berlangsung
dalam sebuah struktur desentralisasi, dimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk
membangun daerah sesuai dengan prioritas, urgensi dan potensi lokal. Desentralisasi tersebut
memerlukan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong agenda
pembangunan sosial. Agenda pembangunan sosial melalui pelayanan kesehatan berfokus pada
penyediaan dan perlindungan atas hak-hak dasar warga. Implementasi kebijakan tersebut
menunjukkan adanya transformasi; dari eksklusi sosial menuju inklusi sosial dalam bidang
kesehatan. Inovasi ini dapat berjalan melalui kolaborasi sektor negara, swasta dan masyarakat
sipil. Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut belum mendorong pemberdayaan, sehingga
kebijakan cenderung dilakukan secara populis. Kebijakan tersebut bergantung dari agenda
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pemimpin populis yang bertujuan untuk memperkuat posisi politik. Implikasinya, kebijakan tidak
berjalan secara keberlanjutan.

Kata kunci: inovasi, pembangunan sosial inklusif, Brigade Siaga Bencana, Bantaeng

ABSTRACT

The implementation of developmentalism-orientated has resulted in social exclusion. A new
development approach is needed to bring about social inclusion. This paper aims to examine the
health service policy of the "Brigade Siaga Bencana” of Bantaeng Regency Government in 2008-
2018. It seeks to analyse the policy innovation using a sociological perspective and Midgley's
(2014) conception of social development. This research uses data obtained through literature
study. The data are in the form of reports and research results from government and non-
government institutions, scientific articles on social development and social policy, and news
articles that discuss the Bantaeng District Government's "Brigade Siaga Bencana” policy. The
findings of this study show that the Bantaeng District Government's “"Brigade Siaga Bencana”
health service policy is an inclusive social development effort. This policy provides increased and
equitable access to health for vulnerable groups. Through the programme, maternal and infant
mortality rates were reduced. The innovation took place within a decentralised structure, where
local governments have the authority to develop the region according to local priorities, urgency
and potential. Decentralisation requires participatory and collaborative governance to drive the
social development agenda. The social development agenda through health services focuses on
providing and protecting the basic rights of citizens. The implementation of the policy shows a
transformation; from social exclusion to social inclusion in the health sector. This innovation can
work through the collaboration of the state, private and civil society sectors. On the other hand,
the policy has not encouraged empowerment, so the policy tends to be carried out in a populist
manner. The policy depends on the populist leader's agenda, which aims to strengthen political
position. The implication is that the policy is not sustainable.

Keywords: innovation, inclusive social development, Brigade Siaga Bencana, Bantaeng

PENDAHULUAN membangun dan mengembangkan lingkungan

Pembangunan berorientasi growth oriented
telah berlangsung selama lima dekade (sejak
tahun  50-an). Implementasi  paradigma
pembangunan growth oriented terbukti tidak
dapat meningkatkan kualitas hidup manusia
(Wirutomo, 2013). Model pembangunan tersebut
lebih mengedepankan aspek perekonomian
semata. [lmuan sosial mengkritisi pembangunan
yang berparadigma economic minded seperti
yang dijalankan oleh Rezim Orde Baru.
Penerapan model pembangunan tersebut justru
menciptakan eksklusi sosial, berupa kemiskinan,
pengangguran, dan kesenjangan (Warsilah,
2015). Kondisi tersebut telah menyadarkan
beberapa pihak bahwa Indonesia membutuhkan
penerapan paradigma pembangunan yang baru.
Model pembangunan alternatif perlu dijalankan -
prinsip pembangunan yang tidak hanya
mengedepankan aspek ekonomi semata - namun
mendorong tumbuhnya inklusi sosial.

Terdapat beberapa tawaran paradigma
pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan
inklusif. Konsepsi pembangunan inklusif
merupakan pendekatan pembangunan sosial
yang secara luas bertujuan menciptakan
transformasi yang berkelanjutan dan bersifat
holistik. Pembangunan sosial tersebut berupaya
membuat perubahan sistem sosial secara
keseluruhan, menuju pembangunan masyarakat
yang lebih inklusif. Inklusi sosial sebagai
paradigma baru memiliki agenda untuk
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yang partisipatif. Masyarakat dengan beragam
karakteristik, latar belakang, kompetensi,
kondisi, status sosial, etnik, budaya dan lainnya
diajak terlibat dan berpartisipasi dalam proses
pembangunan (Warsilah, 2015).

Studi  tentang pembangunan  sosial,
kebijakan sosial dan dampaknya telah banyak
dilakukan. Riset-riset terdahulu memiliki tiga
kecenderungan. Pertama, kajian-kajian yang ada
berfokus pada pembahasan tentang
implementasi pembangunan yang
mengedepankan  nilai-nilai  inklusi  sosial.
Pembangunan  sosial  dilakukan  melalui
pengembangan elemen-elemen dasar dari
kehidupan masyarakat, yaitu struktur, kultur dan
proses sosial (Wirutomo, 2013, 2014), yang
bertujuan untuk peningkatan Kkesejahteraan
hidup, relasi sosial, kohesi sosial, modal sosial
dan partisipasi sosial (Warsilah, 2015). Temuan
penelitian tersebut menunjukkan struktur, kultur
dan proses sosial saling beririsan satu sama lain
yang menghasilkan sinergi dan akumulasi
menuju perbaikan kehidupan sosial budaya
masyarakat di Kota Surakarta. Penerapan
pembangunan inklusif di Kota Surakarta tersebut
berdampak pada transformasi ke arah inklusi
sosial.

Kedua, studi-studi terdahulu cenderung
membahas kebijakan sosial dan kondisi
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah
yang inklusif di tingkat personal, relasional, dan
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sosial kemasyarakat menjadi indikator yang
fundamental dalam menciptakan kesejahteraan
yang berkelanjutan (Seda et al., 2018; Seda et al,,
2023). Temuan tersebut memperlihatkan adanya
keterkaitan antara kebijakan sosial,
kesejahteraan sosial dan eksklusi sosial yang
terjadi di masyarakat. Riset Nadila & Warsilah
(2018) memperlihatkan kebijakan Pemerintah
Kota Surakarta yang memberikan akses
kesehatan lebih baik bagi masyarakat miskin
berdampak pada transformasi pembangunan
inklusif bagi masyarakat Surakarta. Peningkatan
sumber daya manusia dan akses terhadap
pekerjaan formal juga berperan meningkatkan
kesejahteraan sosial (Sujarwoto, 2017), yang
berdampak pada terciptanya inklusivitas
masyarakat.

Penelitian Maulana et al., (2018) melihat
kesejahteraan ~ dengan = mempertimbangkan
beberapa aspek yaitu terpenuhinya kebutuhan
pokok, interaksi sosial dengan keluarga dan
masyarakat, dan pemikiran yang positif tentang
penerimaan diri, rasa syukur, serta spiritualitas.
Penerapan pembangunan inklusif tersebut
membutuhkan inisiatif lokal (Anam et al., 2024;
Asian Development Bank, 2016; Jaya et al., 2023),
kapasitas lokal (Eckersley & Paul Tobin, 2019;
Haski-leventhal et al., 2017; Kim et al., 2016;
Leon-moreta, 2017; Salim & Drenth, 2020;
Swanstrom, 2015) dan political will dari
pemimpin di tingkat lokal (Haqi & Diihr, 2022;
Pratono et al,, 2021). Ketiga, penelitian terdahulu
cenderung membahas pembangunan dengan
menggunakan konsepsi welfare (kesejahteraan)
(Sumarto, 2017, 2021; Zainudin & Kamarudin,
2015). Sedangkan tulisan ini berfokus pada
inovasi pembangunan sosial yang dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui kebijakan kesehatan,
serta berupaya memahami pembangunan
tersebut melalui sudut pandang sosiologis dan
konsepsi pembangunan sosial Midgley (2014).

Tulisan ini memotret pembangunan setelah
diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi
daerah atau desentralisasi lahir sebagai jawaban
atas pembangunan yang tersentralisasi di pusat;
guna mengakomodir aspirasi-aspirasi
masyarakat daerah dengan berfokus
pembangunan di daerah. Pemerintah daerah
diharapkan dapat mendengar aspirasi dan
kebutuhan masyarakatnya dan menggerakkan
kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan
yang memungkinkan pemerataan,
mengedepankan aspek keadilan dan berpihak
pada aspek sosial masyarakat terdapat dalam
pembangunan sosial inklusif.

Penelitian ini berfokus pada pembangunan
sosial inklusif melalui kebijakan pelayanan
kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) oleh
Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten
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Bantaeng adalah salah
berupaya menjalankan inovasi  kebijakan
kesehatan melalui program Brigade Siaga
Bencana. Program ini menjadi gambaran terkait
inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan
yang berfokus pada kesiapsiagaan bencana dan
inklusivitas sosial. Kebijakan ini dirancang untuk
menjangkau  seluruh lapisan  masyarakat,
terkhusus kelompok rentan seperti warga miskin
dan masyarakat di daerah pinggiran. Hal ini
mencerminkan konsep pembangunan sosial
inklusif yang berusaha diidentifikasi dan
dipelajari lebih lanjut.

Penelitian ini mencakup kebijakan dari
tahun 2008 hingga 2018, periode yang cukup
panjang untuk mengevaluasi dampak,
keberlanjutan, serta efektivitas dari kebijakan
tersebut dalam  meningkatkan pelayanan
kesehatan. Dengan mempertimbangkan aspek-

satu daerah yang

aspek tersebut, Kabupaten Bantaeng layak
dijadikan sebagai objek penelitian untuk
menganalisis inovasi pembangunan sosial
inklusif dalam kebijakan kesehatan.
METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi
kepustakaan yaitu dengan mengeksplorasi
kebijakan, peraturan, laporan-laporan, dan
evaluasi resmi dari pemerintah Kabupaten

Bantaeng terkait dengan BSB selama tahun 2008-
2018. Penelitian ini juga menggali data melalui
kajian-kajian  penelitian terdahulu tentang
inovasi pelayanan publik, pembangunan sosial
inklusif, dan kebijakan kesehatan dalam situasi
bencana, baik secara umum maupun yang
spesifik mengulas program serupa dengan BSB,
yang berasal dari komunitas akademik maupun
lembaga  non-pemerintah.  Sumber-sumber
tersebut dapat memberikan konteks kebijakan,
latar belakang, tantangan dan capaian dari
implementasi program.

Penelitian ini merupakan pemikiran analisis
berdasarkan analisis dokumen kebijakan terkait
pelayanan kesehatan BSB yang dikeluarkan

Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. Peneliti
secara konseptual mengumpulkan,
mengidentifikasi, menganalisis dokumen dan

mensitesis data hingga kemudian dapat dipahami
penjelasan tentang makna, konsep, kebijakan dan
peristiwa yang dapat diamati secara langsung
atau tidak langsung (Creswell, 2014; Neuman,
2011). Pengumpulan data tidak dilakukan secara
interaktif seperti melakukan interaksi dengan
sumber data manusia langsung dari lingkungan
alamiahnya. Sumber data dalam penelitian ini
lebih secara konseptual berupa dokumen-
dokumen terkait kebijakan pelayanan kesehatan
BSB dan penelitian-penelitian yang mengkaji
kebijakan  pelayanan kesehatan BSB di



Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 22 No. 1, Mei 2025: 29 - 41

Kabupaten Bantaeng serta riset-riset mengenai
pembangunan inklusif dan kebijakan sosial.

Penelitian ini melakukan pengolahan data
dengan cara mengkategorisasi sumber-sumber
berdasarkan jenis (kebijakan, laporan, jurnal
ilmiah, dan penelitian sebelumnya terkait BSB
untuk menggali dinamika kebijakan tersebut.
Pola-pola dari kategorisasi tersebut
dikembangkan menjadi sintesis literatur untuk
merumuskan celah penelitian yang akan dijawab
oleh penelitian ini, khususnya dalam kaitannya
dengan inovasi sosial di bidang kesehatan.
Penelitian ini menggunakan analisis data melalui
analisis kebijakan dalam kerangka teoritis.

Data yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan tersebut dianalisis dalam kerangka
teori pembangunan sosial inklusif menurut
Midgley (2014). Hal ini bertujuan untuk
mengevaluasi kebijakan BSB telah memenuhi
prinsip-prinsip inklusivitas. Dengan pendekatan
analisis tersebut, penelitian ini berupaya
memberikan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana kebijakan BSB Pemerintah
Kabupaten Bantaeng menjadi inovasi dalam
pembangunan sosial inklusif dan dampaknya
terhadap masyarakat yang dilayani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pembangunan Sosial Inklusif:
Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Brigade Siaga Bencana (BSB). Kabupaten
Bantaeng terletak di Provinsi Sulawesi Selatan.
Beberapa keadaan awal sebelum Nurdin
Abdullah memimpin Kabupaten Bantaeng
adalah: pertama, Kabupaten Bantaeng memiliki
pendapatan daerah yang relatif kecil yaitu 330
miliar rupiah pada tahun 2008. Pendapatan
daerah tersebut merupakan jumlah dana
perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sementara
itu, Kabupaten Bantaeng memiliki Pendapatan
Asli Daerah sebesar 14,6 miliar rupiah.
Pendapatan tersebut berada di kisaran 4% dari
keseluruhan pendapatan daerah.

Kedua, Kabupaten Bantaeng memiliki
layanan kesehatan yang relatif kurang memadai.
Data menunjukkan rasio antara jumlah bidan dan
dukun yang membantu persalinan mencapai 1:4.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa jumlah
dukun justru lebih banyak berperan dalam
persalinan. Dukun bisa saja melakukan
pertolongan dalam proses persalinan normal,
namun apabila mengalami gangguan medis

seperti pendarahan, maka persalinan
membutuhkan bantuan tenaga profesional
seperti dokter dan bidan (Tamimi, 2015).

Pelayanan kesehatan yang kurang maksimal
berakibat tingginya angka kematian ibu dan
anak. Ketika Nurdin Abdullah memimpin
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dibuatlah inovasi layanan publik, yaitu Brigade
Siaga Bencana (BSB).

BSB merupakan kebijakan dalam
penanganan situasi kritis dengan berlandaskan
pada nilai emergency dan komunitas. Inovasi
kebijakan ini meliputi tiga lembaga yaitu Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial dan Bapedalda. Nurdin
Abdullah  membangun kemitraan dengan
Pemerintah Jepang untuk memperoleh hibah
ambulance yang canggih dan sejumlah fasilitas
layanan yang lain. Penambahan fasilitas tersebut
juga didukung dengan inovasi program melalui
telepon terpadu 113. Program ini memberikan
kemudahan pada warga untuk mengakses
layanan kesehatan. Warga dapat meminta
layanan tim medis, ambulans dengan peralatan
lengkap disertai oleh dokter dan perawat.
Melalui program tersebut, layanan kesehatan
mendatangi rumah pasien, standby 24 jam 7 hari
dan tidak dipungut biaya (Lubis, 2016).

Bila kondisi pasien memerlukan
penanganan serius akan langsung dirujuk ke
RSUD Bantaeng atau ke Kota Makassar. BSB ini
juga meliputi layanan tanggap bencana,
mengingat Kabupaten Bantaeng juga daerah
rawan bencana (Detik.com, 2014). Pelayanan
BSB tidak hanya dilakukan dalam kondisi
bencana saja tetapi pelayanan yang diberikan
pada warga yang mengalami sakit dan terjadinya
musibah. Musibah dimaknai sebagai kondisi
darurat seperti persalinan, kebakaran,
kecelakaan dan kondisi darurat lainnya. Dengan
demikian fungsi BSB juga meliputi isu-isu
pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

Tim BSB juga membangun kolaborasi
dengan Civil Society Organisations (CSO)
perempuan dengan kelompok sasaran usia
produktif, dan organisasi Fatayat Nahdatul
Ulama, untuk melakukan edukasi dan sosialisasi
tentang persalinan aman, serta promosi
kesehatan kepada komunitas-komunitas.
Pelibatan CSO menjadi bagian dari upaya
mensukseskan program BSB. Salah satu
kelemahan dari pengambil kebijakan adalah
mengomunikasikan program.

Kesuksesan program juga ditentukan oleh
pengetahuan dan informasi tentangnya. Semakin
informasi itu masif, maka semakin banyak
masyarakat yang tahu dan ikut terlibat.
Pemerintah tentunya tidak bisa berjalan
sendirian. Upaya meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap program tersebut menjadi
penting. Kebijakan layanan BSB merupakan
contoh pembangunan sosial inklusif yang
dihadirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantaeng. Inovasi kebijakan daerah
mengentaskan permasalahan daerahnya tentu
adalah dampak positif dari adanya desentralisasi.
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Sekalipun begitu, program BSB sendiri juga
ada beberapa kelemahan seperti jumlah
ambulans yang tersedia sebanyak 14 (empat
belas) dan berpusat di 3 (tiga) stasiun ambulans.
Dengan jangkauan program tersebut yang
menyasar satu kabupaten, tentu membutuhkan
penambahan layanan agar lebih maksimal
menjangkau masyarakat kabupaten di daerah
pedalaman. Selain itu terkait keberlanjutan
(sustainable) program BSB ini, mengingat Bupati
Nurdin Abdullah telah dua periode memimpin
Kabupaten Bantaeng, tentu ada pergantian
kepemimpinan. Seringkali dalam pelaksanaan
pemerintahan, kepala daerah yang baru lebih
mengakomodir visi-misi dan janji politiknya
dibandingkan menjalankan program lama yang
sudah terbukti berhasil. Hal tersebut masih
kuatnya ego elit politik (rezim) dibanding
mengedepankan pembangunan sistem yang
berkelanjutan.

Kebijakan BSB merupakan jawaban dari
permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan
rezim sebelumnya terkait pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan pemerintahan sebelumnya
belum berjalan maksimal dan mengeksklusi
beberapa kelompok masyarakat. Pelayanan
kesehatan merupakan hak dasar dari warga
negara. Angka kematian ibu dan anak yang tinggi

bukti kegagalan pemerintahan sebelumnya
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adanya
BSB  memberi dampak positif dengan

keberhasilan nol persen angka kematian ibu dan
anak di Kabupaten Bantaeng (Gumilang, 2015).
Konsep eksklusi sosial mencakup tidak
diberikannya hak-hak sosial dan persoalan
keadilan (Hoff & Walsh, 2018). Eksklusi sosial
sebelum kepemimpinan Nurdin Abdullah terjadi
dengan aktor inovasi yaitu pemerintah daerah.

Desentralisasi menjadikan kewenangan
pemerintah daerah semakin luas. Kewenangan
tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah
daerahnya. Dengan fakta angka kematian ibu dan
anak yang tinggi tentu merupakan fakta yang
perlu penanganan yang serius. Akan tetapi,
pemerintah daerah tidak memiliki inovasi dan
fokus yang serius untuk menyelesaikan
permasalahan  itu.  Desain  desentralisasi
memberikan mekanisme pemerintahan yang
responsif. Pemerintah dapat menjangkau aspirasi
masyarakat dengan maksimal.

Harapannya, kuantitas dan kualitas layanan
yang disediakan mengalami peningkatan.
Persoalan kesehatan ini akan berpengaruh
terhadap produktivitas pembangunan. Terbukti
juga pada masa kepemimpinan sebelum Nurdin
Abdullah  pendapatan daerah  Kabupaten
Bantaeng terbatas. Hal itu berkebalikan dengan
Bantaeng ketika dipimpin Nurdin Abdullah,
pertumbuhan ekonomi daerahnya - menurut
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data BPS - mengalami pertumbuhan siginifikan
menjadi 9,2% (Adiwaluyo, 2016).

Dinamika Desentralisasi dan Inovasi
Kebijakan di Tingkat Daerah. Desentralisasi
memberikan pelimpahan otoritas dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri
urusan daerah berdasarkan inisiatif dan aspirasi
masyarakatnya (Talitha et al, 2019). Makna
sederhana, desentralisasi berarti penyerahan
kewenangan. Menurut Undang-Undang (UU)
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”

Kewenangan yang diberikan desentralisasi
ini terbukti dalam beberapa pemerintahan
daerah membawa dampak positif. Adanya
program BSB yang dicetuskan oleh Bupati
Bantaeng Nurdin Abdullah merupakan respon
dari kondisi empiris masih buruknya pelayanan
kesehatan di daerahnya. Pada tingkat minimal,
UU Nomor 23 Tahun 2014 berupaya melakukan
perubahan dari desentralisasi administrasi
menuju  desentralisasi  politik.  Perubahan
tersebut mengakomodasi aspek masyarakat
dalam definisi otonomi daerah. Pada beberapa
aspek, desentralisasi masih dimaknai dengan
menggunakan konsep lama, dimana adanya
keinginan untuk mendesentralisasikan
wewenang yang lebih luas kepada pemerintah
daerah.

Secara eksplisit, hal ini dirumuskan pada
pada Pasal 2 dan Pasal 4. Pasal 2 ayat (1)
menyatakan  "Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap daerah itu mempunyai
pemerintahan daerah.” Pasal tersebut
menegaskan adanya pembagian wilayah dan
pemerintahan daerah yang melaksanakan prinsip
otonomi daerah. Pada Pasal 2 ayat (3), otonomi
daerah disebutkan secara eksplisit melalui
pernyataan "Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang
ini."

Sementara itu, Pasal 4 lebih lanjut
menjelaskan prinsip otonomi seluas-luasnya
yang diberikan kepada daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan
pengecualian urusan-urusan tertentu yang tetap
menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.
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Desentralisasi menjadi sebuah harapan untuk
mengurangi beban pemerintah pusat, lambatnya
administrasi dan komunikasi dalam
pemerintahan. Penerapan desentralisasi
diharapkan dapat meningkatkan pemerintahan
yang responsif dan aspiratif, sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masyarakat. Harapan
lainnya adalah peningkatan kuantitas dan
kualitas layanan dari pemerintah. Dengan
pemerintah  daerah  diberikan wewenang
diharapkan mampu mengambil keputusan dan
kebijakan yang cepat dan menyasar masyarakat
daerah secara langsung (Kis-Katos & Sjahrir,
2017).

Kesehatan sebagai layanan dasar dari
masyarakat, seringkali dalam pelaksanaannya
masih tebang pilih. BSB sebagai program yang
diperuntukkan bagi masyarakat Bantaeng secara
gratis ini menjadi bukti konkret ‘negara’ hadir
melayani  warga negaranya. Ini tentu
berkebalikan  dengan  pembangunan era
sentralistik; yang serba apa kata pusat dan
tentunya kontra dengan apa yang dibutuhkan
daerah serta masyarakatnya. Desentralisasi juga
mendorong pola komunikasi pemerintahan
secara bottom-up, dari bawah ke atas. Dengan
begitu  pemerintah juga menjadi tahu
permasalahan utama yang ada di daerahnya.

Pada kasus Kabupaten Bantaeng, Nurdin
Abdullah memiliki fokus yang serius terkait
permasalahan  kesehatan di  daerahnya.
Paradigma bottom-up menjadikan daerah dan
masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.
Berdasarkan riset, pembangunan yang sudah ada
bersifat jobless, ruthless, rootless, voiceless dan
futureless (Jawaid & Waheed, 2017). Salah satu
kekurangan dari era sentralistik adalah rootless
(tidak mengakar di masyarakat) dan voiceless
(tidak mendengarkan aspirasi rakyat). Terdapat
tiga alasan yang mendorong diberlakukannya
desentralisasi.

Pertama, penerapan desentralisasi
ditujukan untuk mendorong eksistensi unit
pemerintahan yang lebih kecil. Kedua,
desentralisasi diterapkan untuk mengurangi
kewenangan pemerintah pusat yang terlalu
besar. Ketiga, implementasi desentralisasi
berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan
kebijakan di tingkat lokal serta peningkatan
akuntabilitas (Wicaksono, 2012). Berdasarkan
temuan tim riset SMERU, penerapan
desentralisasi disambut dengan penuh antusias,
walaupun pemerintah daerah memiliki tingkat
persiapan yang bervariasi. Penerapan
desentralisasi juga mengalami sejumlah kritikan,
diantaranya terkait lambatnya kemajuan dan
tidak maksimalnya peran kepemimpinan
pemerintah pusat.
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Secara umum, pemerintah daerah di tingkat
lokal menerima kerangka otonomi daerah yang
terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014. Adanya
tanggung jawab baru yang dibebankan kepada
pemerintah daerah mengharuskan adanya
perbaikan perencanaan, penganggaran, serta
teknik dan praktik manajemen (Hill &
Vidyattama, 2016). Selain itu, pemerintah daerah
juga dituntut untuk melakukan adopsi berbagai
alat baru dan pengembangan bagi peningkatan
sumber daya manusia di tingkat lokal untuk
melaksanakan program-program desentralisasi
(Noor, 2012). Visi dan kualitas sumber daya
menjadi penting dalam mensukseskan agenda-
agenda pemerintah daerah.

Keberhasilan =~ implementasi  kebijakan
program dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu,
pertama, tingkat Kkepatuhan (compliance)

mengukur implementasi dari aspek kepatuhan.
Kedua, tingkat implementasi ditinjau dari
terlaksananya program dan minimnya persoalan.
Ketiga, implementasi yang berhasil berarti
kinerja yang dijalankan dapat memuaskan semua
pihak terkhusus kelompok penerima manfaat
(Neumeier, 2017). Keberhasilan program BSB
terlihat dari penghargaan yang didapatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Republika,
2015). Adanya desentralisasi tersebut
menunjukkan manfaat yang dirasakan atas
pembangunan daerah-daerah yang tertinggal.
Desentralisasi menciptakan kemandirian daerah
dan secara otomatis berdampak pada
tercapainya pembangunan nasional.

Sebelum kepemimpinan Nurdin Abdullah,
pemerintah pusat menetapkan Kabupaten
Bantaeng sebagai salah satu dari 199 kabupaten
tertinggal di Indonesia (Salim & Faoziyah, 2019).
Ada sejumlah permasalahan di Kabupaten
Banteng yaitu, banjir, kesehatan, kemiskinan,
tindak kriminal dan kurangnya lapangan
pekerjaan. Kepemimpinan Nurdin Abdullah
(2008-2018) membawa arah baru bagi Bantaeng
dengan inovasi yang dihadirkan. Adanya
kewenangan yang didapatkan pemerintah daerah
tersebut, menunjukkan pemerintah daerah dapat
berinovasi membangun pelayanan masyarakat.

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan
yaitu: pertama, beban pekerjaan dari pemerintah
pusat menjadi semakin berkurang. Kedua,
pemerintah  daerah dapat menyelesaikan
masalah yang mendesak dengan tindakan yang
cepat. Ketiga, penerapan desentralisasi berguna
untuk menciptakan birokrasi yang responsif dan
aspiratif, sesuai dengan harapan masyarakat
daerah. Keempat, sistem desentralisasi dapat
diarahkan untuk merumuskan pembangunan
yang sesuai dengan karakter dan potensi lokal.
Kelima, implementasi desentralisasi juga dapat
mengurangi penyelewengan dari pemerintah



Inovasi Pembangunan Sosial Inklusif: Studi Kasus Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Brigade Siaga Bencana Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2018

pusat. Keenam, secara psikologis, desentralisasi
juga menciptakan kepuasan bagi daerah-daerah.
Hal ini berkaitan dengan dampaknya yang
dirasakan langsung terkhusus soal pengelolaan
keuangan (Wibowo et al., 2022).

Pada prakteknya, desentralisasi mengalami
beberapa permasalahan. Adanya desentralisasi
menyebabkan munculnya preman politik,
persoalan politik uang dan korupsi di tingkat
daerah. Persaingan dan pertengkaran untuk
memperebutkan kekuasaan daerah dan sumber
daya telah terjadi. Hal tersebut juga
menyebabkan terjadinya kompromi antar elit

untuk berbagi kue kekuasaan. Selain itu
desentralisasi juga mendorong bangkitnya
kekuasaan dan birokrat lama yang

mengedepankan budaya penguasa (raja) lokal.
Permasalahan korupsi juga menjadi tantangan
yang penting untuk diperangi. Korupsi ini
penghambat kemajuan pembangunan di daerah-
daerah. Kabupaten Bantaeng sendiri selama
kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah memiliki
integritas yang tinggi untuk melaksanakan
pemerintah dengan transparan dan akuntabel.

Desentralisasi di ~ beberapa  daerah
mengalami sejumlah masalah seperti kuatnya elit
lokal, neo-patrimonialisme dan terbentuknya
patronase. Desentralisasi justru terperangkap
oleh kepentingan elit lokal untuk mendapatkan
sumber daya daerah. Realita selanjutnya adalah
menjamurnya aspirasi pemekaran di daerah.
Pemekaran tersebut sebetulnya lebih
mengakomodir kepentingan elit lokal dibanding
dengan kepentingan masyarakat lokal. Polemik
lainnya adalah semakin banyaknya konflik
vertikal dan horisontal di berbagai daerah. Hal
tersebut memperlihatkan desentralisasi dalam
beberapa kasus, berdampak pada terciptanya
ketegangan baru dalam relasi komunal, etnis dan
agama. Konflik pusat-daerah juga terjadi
berkaitan dengan perimbangan keuangan
maupun pengelolaan sumber daya (Haryanto,
2016).

Desentralisasi juga memiliki makna devolusi
(devolution). Hal ini berhubungan dengan
pengalihan fungsi atau otoritas. Pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk mengambil
keputusan. Devolusi juga dapat dimaknai dengan
penciptaan, penguatan finansial, dan
kewenangan hukum kepada pemerintah daerah.
Implementasi devolusi ini mendorong
terbentuknya pemerintah lokal yang otonom dan
mandiri. Pemerintah daerah memiliki
kewenangan eksklusif untuk melakukan secara
tegas terkait fungsi yang telah diberikan atau
disediakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga memiliki otoritas
pengelolaan atau UU untuk memperoleh
peningkatan  pendapatan dan  mengatur
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pembelanjaan daerah (Casey, 2018).
Kewenangan tersebut memberikan efek positif
untuk pembangunan daerah. Lewat kewenangan
tersebut pemerintah daerah dapat membangun
kerja sama dan kemitraan dengan instansi baik
dengan swasta maupun luar negeri. Program BSB
Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah
membangun kemitraan dengan Pemerintah
Jepang melalui hibah ambulans dan fasilitas
kesehatan nomer satu.

Selain itu, kewenangan daerah yang paling
utama tentunya berkaitan dengan kewenangan
fiskal. Kemitraan Pemerintah  Kabupaten
Bantaeng dengan Pemerintah Jepang mendorong
investasi lokal dan asing serta menjadi salah satu
instrumen untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat. Investasi yang masuk ke daerah
memiliki multiplier effect. Investasi berpotensi
membuka lapangan pekerjaan yang dapat
menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Bantaeng mencatat ekonomi tumbuh sebesar 8,9
persen pada tahun 2013. Angka kemiskinan
mengalami penurunan dari 12,12 persen pada
tahun 2008 menjadi 7,5 persen pada tahun 2013.
Sementara itu, pendapatan perkapita masyarakat
meningkat dari Rp 5 juta/tahun menjadi 14 juta
lebih/tahun. Peningkatan berbagai sektor
tersebut memiliki korelasi terhadap skor Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Bantaeng. IPM mengalami peningkatan dari
rangking 17 pada tahun 2008 menjadi rangking 5
besar untuk tingkat Provinsi (BPS Kabupaten
Bantaeng, 2016).

Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan

Inisiatif Pemerintah  Daerah. Menurut
perspektif ilmu sosial dalam tata kelola
pemerintah, inklusivitas merupakan sebuah

tawaran yang solutif untuk menangani masalah-
masalah sosial dan Kkebijakan. Tata Kkelola
pemerintah yang inklusi sebuah upaya
pemerintah untuk menciptakan kondisi yang
memungkinkan semua warga negara mengakses
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup
secara layak. Salah satu akses terpenting warga
negara adalah pelayanan kesehatan.

Kabupaten Bantaeng sendiri mengakomodir
akses kesehatan salah satunya melalui BSB
dengan pelayanan 24 jam dan tanpa dipungut
biaya. Sedangkan eksluksi sosial merupakan
bentuk dari ketertinggalan kelompok-kelompok
dalam pembangunan yang disebabkan karena
banyak faktor diantaranya faktor sistem yang
tidak ke struktur sistemik perencanaan dan
implementasi pembangunan (Amanullah et al,
2017). Pembangunan yang telah berlangsung
menyebabkan adanya individu dan kelompok
yang tereksklusi. Eksklusi sosial dapat diartikan



Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 22 No. 1, Mei 2025: 29 - 41

dengan kondisi kehidupan kelompok yang
terpinggirkan secara sosial. Mereka mengalami
kemiskinan, pengangguran, kekurangan - tidak
terwujudnya hak-hak kewarganegaraan, serta
kemunduran ikatan sosial.

Faktor yang menyebabkan eksklusi adalah:
kondisi keuangan yang kurang, keterbatasan
kapasitas, serta latar belakang kelompok etnik
yang berbeda. Mereka mengalami peminggiran,
stigmatisasi dan prasangka, sehingga mereka
mengalami marjinalisasi dari kebijakan dan
struktur yang lebih luas. Eksklusi sosial dapat
berlangsung ketika kelompok memperoleh
perbedaan perlakuan. Padahal, manusia memiliki
hak perlindungan dan kesejahteraan (Nurdin,
2015). Perbedaan perlakuan utamanya terjadi di
ranah kesehatan. Sebelum kepemimpinan Nurdin
Abdullah di Kabupaten Bantaeng, terdapat angka
kematian ibu dan anak yang tinggi. BSB berhasil
meminimalisir hal tersebut dengan angka nol
persen angka kematian ibu dan anak. Pelayanan
yang cepat dan tanggap lewat crisis center 113
menjadi gebrakan dari pelayanan sebelumnya
yang lambat dan rumit.

Eksklusi berlangsung pada enam dimensi
kehidupan. Individu atau kelompok mengalami
eksklusi pada dimensi-dimensi berikut, yaitu
eksklusi dari barang dan jasa, eksklusi dari
lapangan Kkerja, eksklusi dari pertanahan,
eksklusi dari rasa aman, eksklusi dari hak asasi
manusia, dan eksklusi dari strategi pembangunan

ekonomi  (Loktieva, @ 2016). Berdasarkan
pendapat Nurdin (2015) eksklusi sosial
merupakan konsep yang berguna dalam

pengembangan masyarakat dan kajian-kajian
sosial. Penggunaan konsepsi eksklusi sosial
berkaitan dengan perencanaan sosial, analisis
kebijakan sosial dan implementasi pembangunan
sosial di banyak negara maju.

Konsepsi eksklusi dan inklusi sosial
diadaptasi ke negara-negara berkembang.
Banyak negara mendefinisikan ulang paradigma
pembangunannya. Konsepsi = pembangunan
diarahkan menuju keberpihakan pada aspek-
aspek sosial atau menggunakan pendekatan
pembangunan inklusif (Syahra, 2010). Konsepsi
inklusif menjadi penting dalam pembangunan.
Konsep inklusif diterapkan dalam pendekatan

pembangunan. Tujuannya adalah
mengembangkan lingkungan masyarakat yang
semakin terbuka. Paradigma ini berusaha

memberikan ruang partisipasi yang lebar -
dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan
semua orang yang berbeda latar belakang,
karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik,
budaya dan lainnya (Pohlan, 2019).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh
Wirutomo (2013) bahwa model pembangunan
inklusif merupakan model pembangunan sosial
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alternatif yang termutakhir. Model pembangunan

ini mendorong transformasi masyarakat.
Transformasi terjadi dari paradigma
pembangunan yang bersifat sektoral dan

ekonomi menuju pembangunan holistik. Konsep

pembangunan ini memposisikan manusia
sebagai subjek pembangunan. Paradigma
pembangunan ini mengarusutamakan
masyarakat dengan berbagai interaksi dan
interrelasi.

Pembangunan sosial berarti membangun
masyarakat, bukan sekedar membangun sektor-
sektor. Pembangunan sosial juga tidak hanya
sekedar menjamin sebagian hak-hak individu.
Pembangunan ini mendorong pembangunan
warga negara secara keseluruhan. Pembangunan
bertujuan melakukan transformasi kehidupan
civil society yang tercerahkan. Dalam konteks
Kabupaten Bantaeng, kebijakan BSB merupakan
upaya pembangunan sosial.

Kebijakan  tersebut  berguna  untuk
peningkatan Kkualitas kehidupan masyarakat
melalui akses kesehatan yang lebih mudah dan
cepat. Hal tersebut dapat mendorong
pembangunan sosial-budaya masyarakat
Bantaeng. Masyarakat menjadi lebih peduli dan
teradvokasi akses kesehatannya. Untuk mencapai
pembangunan inklusif mensyaratkan adanya
kepemimpin  yang concern dan  serius
mengangkat harkat dan martabat manusia.
Dalam setiap kebijakan publik umumnya, aktor
sentral memiliki peran sentral pula. Tetapi aktor
sentral tersebut tidak selalu bersifat individual
melainkan bisa herupa kolektif dan jaringan.

Keberhasilan BSB tentu tidak bisa
dilepaskan dari kemimpinan Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah mampu membangun jaringan
dengan Pemerintah Jepang untuk mendapatkan
hibah ambulans dengan fasilitas kesehatan kelas
satu. Kebijakan tersebut menjadi percontohan di
bidang kesehatan secara nasional. Kemitraan
tersebut dibangun mengingat PAD Kabupaten
Bantaeng yang terbatas sehingga membutuhkan
kerjasama. Selain itu faktor lainnya adalah
membangun kepercayaan investor  juga
dilakukan untuk memberikan akses lapangan
pekerjaan di daerahnya. Nurdin Abdullah juga
menggandeng CSO  untuk  menyukseskan
program-programnya. Keberhasilan utamanya
tentu adalah membangun tim. Pengambil
kebijakan bukanlah superhero yang dapat
melakukan  semuanya  sendirian, mereka
membutuhkan kerja sama tim.

Seorang aktor sentral tidak bisa bekerja
sendiri tanpa melibatkan pihak lain, baik mereka
yang memberikan dukungan argumen ataupun
dukungan politik serta mereka yang mengritik
dan menentangnya. Sebagai sosok sentral, aktor
sentral memiliki visi dan inisitiaf dalam setiap
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pengambilan keputusan (Amanullah et al.,, 2017).
Akan tetapi untuk tercapainya visi dari aktor
sentral, ia tidak bisa bekerja sendirian. Aktor
sentral memerlukan kerja Kkolektif untuk
mengonsolidasi dan memobilisasi dukungan baik
ide maupun politik dan dalam rangka menjawab
kritik dan penentangan yang datang. Peran dari
lingkungan aktor sentral dibutuhkan dalam
menyukseskan kebijakan-kebijakan yang
diterapkan. Kaitannya dengan sistem
desentralisasi, pemerintah daerah merupakan
aktor sentral dan memiliki peranan yang penting
dalam membangun kesejahteraan di daerahnya.

Pada negara yang menganut demokrasi
seperti di Indonesia, pemimpin daerah
terkoneksi dan berinteraksi dengan legislatif,
atau dengan roda birokrasi itu sendiri. Dalam
kasus ini, seseorang individu yang “bebas” telah
menjadi bagian dari sistem begitu ia menjabat
sebagai pemimpin daerah. Artinya segala yang
menjadi aspirasi pribadinya, apabilapun itu ada,
harus disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku
di dalam sistem. Prinsip untuk berjalan sesuai
mekanisme sistem itu dapat menjadi wadah atau
bungkus yang memungkinkan proyeksi dan
aspirasi strategis seseorang pemimpin memberi
warna khusus dalam sebuah rezim pemerintahan
(Amanullah et al,, 2017).

Kebijakan Pelayanan Kesehatan Brigade
Siaga Bencana, Pembangunan Sosial dan
Populisme. Kebijakan pelayanan kesehatan
Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng

merupakan salah satu bentuk penerapan
pembangunan sosial. Data  menunjukkan
kebijakan  pelayanan  kesehatan tersebut

memberikan kesempatan pada kelompok rentan
untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih
baik. Kebijakan pelayanan kesehatan tersebut
berpijak pada pembangunan yang
mengarustumakan aspek sosial, untuk mengurai
kesenjangan di bidang kesehatan.

Kebijakan yang mengedepankan paradigma
pembangunan sosial tersebut terbukti mampu
menekan eksklusi sosial dan menciptakan inklusi
sosial dengan mendorong hak atas kesehatan
bagi masyarakat. Hak atas kesehatan adalah
bagian dari hak asasi manusia. Instrumen
internasional mengaturnya dalam pasal 25
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal
12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya. Negara Indonesia juga
menjamin hak atas kesehatan.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

mengamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) dan
pasal 34 ayat (3) bahwa negara bertanggung
jawab atas hak kesehatan warga. Inovasi Bupati
Nurdin Abdullah melalui BSB dengan pelayanan
24 jam dan tanpa pungutan biaya memberikan
akses kesehatan yang luas pada masyarakat.

37

(M. S. Anam, H. P. Rohmatu, L. Abdillah, dan M. I. A. Mahmudi)

Pembangunan  kesehatan tersebut dapat
menjangkau masyarakat yang berada di daerah-
daerah pinggiran dan tertinggal di Kabupaten
Bantaeng. Hal itu berdampak pada peningkatan
kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan tersebut mampu menekan angka
kematian ibu hamil dan bayi. Kondisi tersebut
menunjukkan pemerintah daerah sebagai
representasi dari negara telah berupaya
menjalankan pelayanan kesehatan yang berpijak
pada prinsip non-diskriminatif, partisipatif,
perlindungan, dan berkelanjutan - yang dapat
berimplikasi pada pembangunan kualitas sumber
daya manusia. Temuan kebijakan yang dijalankan
dengan paradigma pembangunan sosial ini
memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Bantaeng sebagai struktur sosial mengusahakan
kebijakan pelayanan kesehatan yang dapat
diakses oleh kelompok-kelompok rentan. Adanya
kebijakan kesehatan yang inklusif tersebut
berdampak pada transformasi ke arah inklusi
sosial melalui penyediaan layanan kesehatan
yang berkeadilan.

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Bantaeng sejalan dengan konsepsi
pembangunan sosial, yang ditawarkan oleh
James Midgley (2014). Midgley (2014)
menekankan pembangunan sosial pada beberapa
aspek yaitu, partisipasi masyarakat, keadilan
sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagi
Midgley (2014) pembangunan sosial dapat
dimaknai sebagai paradigma untuk
mempromosikan Kkesejahteraan sosial (social
welfare). Pembangunan ini berfokus pada
pemenuhan hak-hak dasar manusia.
Pembangunan sosial yang dijalankan oleh
Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng adalah
mengimplementasikan layanan kesehatan yang
merata.

Layanan kesehatan yang merata
memberikan kesempatan akses terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil
dan inklusif - tanpa melihat perbedaan status
sosial ekonomi atau geografis. Pelayanan
kesehatan tersebut bersifat adil, inklusif dan
universal, dimana hak asasi manusia dihargai
dengan memperlakukan secara setara dan
berpihak pada kelompok rentan. Adanya
kebijakan tersebut, kelompok rentan seperti ibu
hamil dan bayi dapat memperoleh akses
kesehatan yang layak. Hal tersebut berdampak
pada peningkatan sosial. Peningkatan sosial
terlihat dari adanya transformasi menuju inklusi
sosial melalui penyediaan layanan kesehatan
yang berkualitas. Kebijakan pelayanan kesehatan
Brigade Siaga Bencana dilihat sebagai
pembangunan sosial karena berfokus pada
komunitas atau masyarakat.
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Akses kesehatan yang mudah dan layak
berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan sosial tersebut tercermin dari
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Bantaeng (Khaerah et al., 2019).
Dalam kerangka Midgley (2014), pembangunan
sosial mendorong keterlibatan aktor-aktor non-
negara. Pembangunan sosial dapat dijalankan
secara maksimal dengan memberikan partisipasi
dan kolaborasi dengan beragam kelompok-
kelompok strategis. Kolaborasi tersebut terdiri

dari pemerintah (negara), swasta dan
masyarakat  sipil. Pemerintah  Kabupaten
Bantaeng menjalin kerja sama dengan

Pemerintah Jepang untuk mendapatkan bantuan
ambulance. Penambahan ambulance tersebut
berdampak pada pelayanan kesehatan yang
proaktif dan responsif, sehingga terjadi
transformasi dalam bentuk pelayanan yang cepat
dan tanggap.

Upaya lainnya adalah membangun sinergi
dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil
dilibatkan dalam kebijakan pelayanan kesehatan
ini dengan memberikan ruang partisipasi dan
kontribusi  aktif untuk mengedukasi dan
mensosialisasikan pada masyarakat, serta
memberikan aspirasi, advokasi dan evaluasi pada
pemerintah daerah. Pembangunan sosial yang
telah dijalankan tersebut juga mengalami
sejumlah persoalan.

Pertama, pemberdayaan masyarakat belum
dilakukan dalam pengembangan kebijakan
layanan kesehatan Brigade Siaga Bencana.
Pemberdayaan menjadi elemen penting untuk
mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Pemberdayaan dapat mendorong penguatan
kapasitas, partisipasi, dan kontrol masyarakat
atas  kebijakan kesehatan. Pemberdayaan
bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian
masyarakat dengan memberikan akses dan
wewenang untuk berperan secara aktif dalam

pengelolaan dan pengambilan keputusan.
Absennya pemberdayaan dari Pemerintah
Kabupaten = Bantaeng  berimplikasi  pada

rendahnya responsivitas dari masyarakat serta
keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

Kedua, partisipasi masyarakat belum
dijalankan secara maksimal. Pemerintah belum
mengaktifkan peran masyarakat secara optimal
dalam pengambilan keputusan, perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program dan
kebijakan. Tanpa optimalisasi peran masyarakat,
kebijakan dan program kesehatan belum efektif
mencapai tujuan kesehatan yang diharapkan oleh
masyarakat.  Keberlanjutan  program dan
kebijakan juga tidak berjalan, seiring dengan

lemahnya partisipasi masyarakat. Lemahnya
aspek  sustainability  dari  pengembangan
kebijakan  tersebut  menandakan  bahwa
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kebijakan  yang  dirumuskan cenderung
mengutamakan nilai dan prinsip populisme.

Kebijakan  populis dirancang untuk
mendapatkan  dukungan  populer, tanpa
mempertimbangkan secara mendalam implikasi
jangka panjang. Kebijakan populis tersebut
sebagai langkah untuk mendorong akses
kesehatan yang luas pada masyarakat. Hal
tersebut mendorong simpati masyarakat pada
pejabat politik terkait. Kebijakan populis
memiliki  kaitan dengan strategi politik
pertahanan dari pemegang kekuasaan. Politik
pertahanan tersebut berhubungan dengan upaya
memperoleh dukungan masyarakat agar tetap
berkuasa. Agenda pemimpin populis tersebut
menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan
keinginan rakyat - yang diposisikan sebagai
pemilih. Hal ini menyebabkan populisme yang
berjalan cenderung mengkooptasi - bukan
memberdayakan rakyat ke dalam proses politik
melalui mekanisme yang bersifat vertikal dan
beragam (Bartha et al., 2020).

Desentralisasi diterapkan sebagai jawaban
atas pembangunan yang serba sentralistik.
Pembangunan yang serba apa kata pusat dirasa
tidak mengakomodir dan memenuhi kebutuhan
serta aspirasi masyarakat daerah. Desentralisasi
memberikan wewenang lebih kepada daerah
untuk mengurus daerahnya sendiri. Desain
desentralisasi mendorong sistem pemerintahan
daerah yang responsif dan berpihak pada
peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan.
Dengan pemerintah daerah diberikan wewenang
diharapkan mampu mengambil keputusan dan
kebijakan yang cepat dan menyasar masyarakat
daerah secara langsung.

KESIMPULAN

Desentralisasi di Kabupaten Bantaeng,
desentralisasi diartikulasikan oleh Bupati Nurdin
Abdullah  melalui inovasi kebijakan yang
menyasar permasalahan utama dan penting
masyarakat Bantaeng. Salah satu inovasi tersebut
adalah program layanan kesehatan Brigade Siaga
Bencana (BSB). Program ini merupakan jawaban
dari buruknya pelayanan Kkesehatan di
Kabupaten Bantaeng. Data di lapangan
menunjukkan tingginya kematian ibu dan anak.
Lewat BSB pelayanan kesehatan diberikan secara
cepat dan mudah melalui crisis center 133.
masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut
dengan menggunakan telepon genggam. BSB
dibangun melalui kemitraan dengan Pemerintah
Jepang. Pada implementasinya BSB juga
melibatkan CSO yang ada di Bantaeng.
Keberhasilan program tersebut tentu digerakkan
oleh aktor sentral yang mumpuni, dalam hal ini
Bupati Bantaeng. Kepemimpinan Nurdin
Abdullah juga berhasil mengkoordinir kerja tim
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sehingga bersama-sama sebagai pelayanan
masyarakat. Program BSB ini merupakan contoh
pembangunan sosial inklusif. Tata kelola
pemerintah yang inklusi sebuah upaya
pemerintah untuk menciptakan kondisi yang
memungkinakan semua warga negara mengakses
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup
secara layak. Eksklusi terjadi pada kelompok ibu
dan bayi dengan angka kematian yang tinggi di
Bantaeng. Adanya BSB ini angka kematian
berhasil ditekan hingga nol persen. Sehingga
lewat BSB ini ibu dan bayi dapat hidup secara
layak dengan adanya akses pada layanan
kesehatan yang mudah dan cepat. Untuk
memaksimalkan program BSB di Kabupaten
Bantaeng perlu diberlanjutkan oleh
kepemimpinan setelah era Nurdin Abdullah.
Pemerintah Bantaeng dapat bekerjasama dengan
perusahaan  lewat  sektor CSR  untuk
mengembangkan BSB ini dan membangun
kemitraan dengan swasta yang concern pada
kesehatan. Memasifkan program ini ke titik-titik
yang belum terjangkau dan kepada masyarakat
miskin. Dengan begitu, negara benar-benar hadir
pada pelayanan kesehatan. Seperti nyanyian
dalam Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya”. Pelayanan kesehatan
adalah upaya membangun manusia Indonesia,
karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
yang sehat. Akhirnya, peneliti menyadari bahwa
tulisan ini memiliki keterbatasan pada beberapa
aspek, pertama, tulisan ini merupakan penelitian
kepustakaan, yang  belum memberikan
pemahaman yang kontekstual. Kedua, riset ini
berfokus pada keaktoran Bupati Nurdin
Abdullah, sehingga peran stakeholder lainnya
belum dijelaskan secara konkret. Ketiga, kajian
ini belum memaparkan secara komprehensif
terkait dimensi pembangunan sosial dari
kebijakan pengelolaan kesehatan. Sejalan dengan
itu, dibutuhkan suatu penelitian lanjutan yang

dapat mengakomodasi  kekurangan riset
sebelumnya.
REKOMENDASI
1. Pemerintah daerah perlu mendorong

penguatan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan kebijakan pelayanan kesehatan.
Pemberdayaan tersebut dapat dijalankan
melalui  program  pelatihan kesehatan
masyarakat untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan masyarakat
tentang kesehatan. Pemerintah juga dapat
melibatkan masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi melalui forum dan
konsultasi.

2. Perlu adanya kolaborasi multisektor dengan
mendorong kerja sama antara dunia
kesehatan, pendidikan, lingkungan dan
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industri untuk mengimplementasikan
pendekatan holistik dan terpadu dalam
mempromosikan  kesehatan = masyarakat.
Kolaborasi multisektor didorong untuk
merumuskan kebijakan lingkungan yang
berkontribusi pada peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat.

3. Pemerintah daerah dapat mendorong
penerapan paradigma pembangunan sosial
untuk  menciptakan  masyarakat yang
sejahtera dan berdaya. Kebijakan-kebijakan
yang dapat dikerjakan adalah penguatan
pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah,
akses pendidikan kesehatan untuk
masyarakat, peningkatan pusat kesehatan
masyarakat, sosialisasi kesehatan bersama
local champion, inklusi dan aksesibilitas untuk
semua, pemberdayaan perempuan dan
kelompok rentan, kolaborasi antar-sektor,
serta pengelolaan kesehatan dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Penerapan ini

berguna  dalam  membangun  fondasi
kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
dengan berfokus pada pendidikan,

aksesibilitas dan pemberdayaan.
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